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Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Pubiik
Peraturan Komis! Informasi Nemor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018 - 2022

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami peraturan Perundang-undangan

Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
Memiliki Tata Krama

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk

Formulir isian ; Komputer ; Jarningan Internet: Pesawat Telepon, ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

1. Bila Prosedur inl ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik

2. Bila Prosedur inl tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai

Dicatat pada buku rekap informasi, disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK




No Kegiatan Pelaksana Keterang
PPID Pembantu PPID Utama Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 ] 7 [ 9
Mengumpulkan informasi dan dokumentas| yang
berkualitas dan relevan dengan lupoksi masing-masing
komponen di Perangkat Daerah selaku PPID 1. UU No. 14 Tahun 2008
Pemb i Lingk P Daerah Provinsi 2. UU No. 25 Tahun 2009
Nusa Tenggara Timur diproduksi sendiri, 3. UU No. 23 Tahun 2013 SEceia ekl G Daftar informasi Publik
1 |dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain 4. PP 61 Tahun 2010 miedta: dan setl Y caat  |Y8N9 telah dikumpulkan
yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif 5 Permendagri No.3 Thn 2017 e dari Perangkat Daerah
maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai 6, Perki No. 1 Tahun 2010
meliputi jenis dokumen, penanggung jawab kegiatan, 7. Perki No. 1 Tahun 2013
waklu dan tempal kegiatan, serta bentuk informasi yang
lersedia dalam bentuk hard copy dan soft copy
Mengklasifikasikan selurub informasi dan dokumeniasi
yang telah dikumputkan dan
mongldeniiﬁ_kasuka_nr_lya berdasarkan sifat informasi dan 1. UU Na. 14 Tahun 2008
dokumentasi, selain itu -
juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi 2, ULI Bo. 25 Tahyit 2008
; : 3. UL No. 23 Tahun 2013 Daflar Informasi Publik
o |vang dikecualikan dengan 4. PP B1 Tahun 2010 Secara berkala, serta ang telah diklasifikasi
kategori sebagaimana yang telah diletapkan melatui UL 1 e merta dan setiap saat .’r fg
5. Permendagn Mo.2 Thn 2017 ya
No. 14 Tahun 2008 Pasal 17
. B, T f 6. Perkl No. 1 Tahun 2010
on Pasal 18. Fengu g fangan 7. Perki No. 1 Tahun 2013
seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan :
Inf dan Dok itas| Publik tertentu dikecualikan
oleh sefiap orang.
3 [Mendokumentasikan Informasi publik dalam bentuk
saftcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam
bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip
dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi | ) Secara berkala, seria )
dan dokumentasi wajib, secara berkala, sefla meria dan | a Alat Tulis Kantor merta dan setiap saat | 2nar Informasi Publik
setlap saat. Perlu dibuat dafiar Informasi dan 4
o yang dikecualik
4 |Menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Tidak Setelan Daftar
(RIDFY ss08ra fpsim \> Mengadakan rapal bersama Seteish Daflar Surat Keputusan Daftar m{;?ii'ﬂpzﬂ:
dengan PPID Litama PPID Informasi Publik Inf i Publik yang lambaphan 3
Pembantu Untuk menetapkan terkumpul dari PPID ditandatangani oleh iRformasi bt
Daftar Informasi Publik Pembaniu Atasan PPID dibuat SK untul
ditetapkan
5 [Mengumumkan dan mengunggah Daflar Informas: dan Setelah Daftar
Adanya konten Daflar
Onkanantast Publik (DIDF) ke wehelie resmil PRID - Website PPID Provins| NTT dan | /formasi Publik Informasi Publik di
Provinsi NTT (www ppidutama_ntiprov go.id) dan { : i ditetapkan cleh Atasan
Tt frac informasi lainnya. website PPID Utama
ir ya. PPID Utama Provinsi 3
Provinsi NTT
NTT.
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